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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya 

pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber 

daya alam secara bijaksana. Pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan 

mengenai perizinan sesuai dengan undang-undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perangkat hukum yang bersifat 

preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan 

hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen 

pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum 

yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup yang sudah terjadi. 

Berdasarkan peraturan tentang izin lingkungan, surat yang di keluarkan 

oleh bupati indramayu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembangunan 

PLTU. Meskipun dalam setiap usaha atau kegiatan izin lingkungan wajib 

memliki amdal atau UKL-UPL yang mana Izin Lingkungan bisa di terbitkan 

oleh Menteri, Bubernur, dan Bupati atau Walikota. Surat Keputusan Izin 

Lingkungan yang dikeluarkan oleh bupati bukan merupakan kewenangannya, 
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melainkan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kab. Indramayu. Selain itu pembangunan jetty PLTU Indamayu 21,000 

MW akan dilakukan di area pantai dengan panjang kurang lebih 800 m 

merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain 

mempermasalahkan soal izin lingkungan pembangunan PLTU 2 yang sudah 

dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, pada 

Desember 2017 lalu. Saat ini, PLN sebagai pihak pemrakarsa pembangunan 

PLTU belum mendapatkan izin baru. 

2. Sebuah peraturan perundang-undangan memiliki fungsi membatasi kekuasaan 

pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-

wenang dengan demikian hak-hak warga negara lebih telindungi. Hasil 

keputusan kelayakan lingkungan hidup dilihat dan dicermati kembali, ada atau 

tidak keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya hingga terakhir. 

Apabila masih belum ada keterlibatan masyarakat sepenuhnya maka dokumen 

AMDAL harus diuji kembali karena mengakibatkan AMDAL menjadi cacat 

hukum. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh 

investor/pelaku usaha. Sehingga apabila hak-hak masyarakat tidak didapat 

dalam penyusunan dokumen AMDAL, dengan kata lain masyarakat tidak 

dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL maka terjadi ketimpangan 

hukum, dikarenakan telah jelas dalam produk hukumnya bahwa masyarakat 

wajib ikut serta dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. 
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B. Saran 

1. Sebuah peraturan perundang-undangan memiliki fungsi membatasi 

kekuasaan pemerintah sehingga penyelengaraan kekuasaan tidak bersifat 

sewenang-wenang dengan demikian hak-hak warga negara lebih 

terlindungi. Namun berdasarkan perspektif hukum, praktek perundang-

undangan dan ketatanegaraan di indonesa bahwa perlindungan dan 

pebgelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam undang-undang 

lingkungan hidup banyak dalam prakteknya melenceng dari apa yang ada 

dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga harus adanya regulasi 

yang jelas tentang sangsi dan pengaturan kewenangan yang jelas dalam 

undang-undang agar hukum bisa berlaku efektif. Maka diperlukan 

pengujian terhadap setiap peraturan perundang-undangan sebelum di 

sahkannya suatu perundang-undangan. 

2. Lebih memperjelas pembagian kewenangan  antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-

undangan, berikut pengaturan sangsi apabila terjadi pelanggaran lebih 

dipertegas agar pengelolaan lingkungan bisa terealisasi dengan baik. 

Karena dampak yang ditimbulkan dari sebuah peraturan perundang-

undangan yang mempengaruhui berbagai sektor, baik politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya. 
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